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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGATURAN
PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI JENIS
TERTENTU (SOLAR DAN MINYAK TANAH) DI KABUPATEN MIMKA

BUPATI MIMIKA,

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1. Para konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu (Solar dan
Minyak Tanah) di Kabupaten Mimika;

2. Para pemilik kendaraan Dinas ASN, TNI dan POLRI di
Kabupaten Mimika;

3. Seluruh pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak
Umum (SPBU) di Kabupaten Mimika;

4. Para pemilik kendaraan pribadi dan para pedagang di
Kabupaten Mimika;

5. seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.

Guna penyaluran dan penggunaan Bahan Bakar Minyak
Jenis Tertentu (Solar dan Minyak Tanah) bersubsidi, maka
perlu mengatur jenis kendaraan dan tempat pengisian:

SPBU Nawaripi, khusus melayani pengisian BBM Solar untuk
kendaraan Bus;

SPBU SP 2, khusus melayani pengisian BBM Solar untuk
kendaraan Truk;

SPBU Hasanuddin khusus melayani pengisian BBM Solar
untuk kendaraan Pick Up;

Kendaraan pribadi dapat melakukan pengisian disemua SPBU
yang menyediakan BBM jenis solar;

Khusus kendaraan truk pengangkut sembako dan bahan
bangunan dari pelabuhan Poumako serta pelayanan
pembelian dengan jerigen untuk kebutuhan nelayan,
pertanian, peternakan dan penerangan fasilitas umum dapat
dilakukan pengisian di SPBU KM 08;




KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH :

KESEBELAS

KEDUABELAS:

SPBU dilarang menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu
(Solar) dalam bentuk drum, dan jerigen, untuk kepentingan
apapun kecuali direkomendasikan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang membidangi;

SPBU dilarang menjual/mendistribusikan BBM bersubsidi

jenis tertentu (solar) kepada:

1. Kendaraan Dinas milik ASN, TNI dan POLRI;

2. Kendaraan/mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 6
(enam) dengan tujuan/kepentingan komersial, bisnis dan
industri.

Agar penyaluran BBM Jenis Tertentu (Minyak Tanah) tepat

sasaran, maka :

a. Para Agen Minyak Tanah (AMT) wajib mengawasi setiap
distribusi minyak tanah dari pangkalan sampai kepada
konsumen pengguna untuk kebutuhan rumah tangga dan
Usaha Kecil Menengah;

b. Setiap pangkalan minyak tanah dilarang menjual minyak
tanah kepada pengecer;

c. Pedagang/pengecer dilarang menjual minyak tanah dalam
kemasan jerigen, botol dan sejenisnya baik dipinggir jalan
maupun melalui transaksi online.

Barang siapa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA
KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN dan KESEMBILAN, akan
dikenakan sanksi sesuai aturan perundang — undangan yang
berlaku;

Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi
tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mimika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala
Dinas Perhubungan dan dibantu oleh Kepolisian Resort
Mimika;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.




